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PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Rengat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Jatirejo  Kecamatan  Pasir  Penyu,  10

Oktober  1992,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus

rumah  tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama, tempat kediaman di Desa Jatirejo, Kecamatan

Pasir  Penyu,  Kabupaten Indragiri  Hulu,  Provinsi  Riau

sebagai  Penggugat,   

melawan

Xxx,  tempat dan tanggal  lahir  Petani  Barat,  02 Oktober 1982,  agama

Islam,  pekerjaan  Supir,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Desa  Jatirejo,

Kecamatan  Pasir  Penyu,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,

Provinsi Riau sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  telah  memeriksa  bukti-

bukti yang diajukan di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  05 Desember

2019  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  674/Pdt.G/2019/PA.Rgt,

tanggal 05 Desember 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

pada tanggal 19 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Pasir  Penyu,  Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri  Hulu,  dengan  bukti  Kutipan  Akta  Nikah  No.  9/9/I/2010,

tertanggal 19 Januari 2010;

2. Bahwa  sesaat  sebelum memulai  akad  nikah  status  Penggugat

adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa

Jatirejo hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :

a. ARYA MEYTANTO  bin  SURYA DARMA;  tempat  tanggal

lahir di Jatirejo, 31 Mei 2010;

b. OPI  SEBRIYANTO  bin  SURYA DARMA;  tempat  tanggal

lahir di Air Molek, 09 September 2012;

c. GOFAR DARWANTO bin SURYA DARMA; tempat tanggal

lahir di Air Molek, 09 September 2017;

dan  anak-anak  tersebut  saat  ini  berada  dalam  asuhan  dari

Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dan  Tergugat  hidup  rukun  dan  harmonis,  namun  semenjak  tahun

2017  mulai  terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit

untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

a. Tergugat suka berjudi;

b. Tergugat Mengonsumsi Narkotika sejenis shabu- shabu;

c. Tergugat sering pulang larut malam bahkan kadang pulang

subuh hari dan tidak tidur sepanjang malam;

d. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga

tidak tercukupi dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anak – anaknya;

e. Tergugat beberapa kali pernah memukul Penggugat ketika

terjadi  pertengkaran,  bahkan  Tergugat  pernah  mengancam

Penggugat menggunakan sebilah parang (sentaja tajam);
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f. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu

pekerjaan/aktifitas Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Agustus 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut

adalah dikarenakan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, yang

mana  Tergugat  menuduh  Penggugat  sedang  memiliki  hubungan

dengan  lelaki  lain  melalui  akun  media  sosial  Facebook.  Namun,

kenyataannya  itu  semua  tidak  benar  bahkan  Penggugat  telah

memperlihatkan bukti pesan Penggugat bersama teman – temannya

di  Facebook  tersebut.  Tetapi,  Tergugat  tidak  percaya  dan  justru

mengambil parang (senjata tajam) dan meletakkannya tepat di leher

Penggugat,  yang  mana  sebelumnya  Tergugat  menarik  rambut

Penggugat  hingga Penggugat  terjatuh  dari  tempat tidur.  Seminggu

kemudian Tergugat kembali mengancam Penggugat dengan parang

(senjata tajam), dikarenakan pada saat itu Tergugat  ingin meminta

uang kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak memberikannya,

sehingga terjadi pertengkaran;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan

rumah adalah Penggugat;

b. Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi  menjalin

komunikasi;

c. Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat  dan anak  –  anaknya  terhitung  sejak  bulan  Agustus

2019 hingga diajukan ke Pengadilan Agama Rengat

7. Bahwa  semenjak  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi,  sudah  pernah  didamaikan  oleh  pihak  keluarga

Penggugat kepada Tergugat namun tidak menemukan solusi terkait

permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga

Penggugat dan Tergugat cendrung memilih untuk berpisah/bercerai;

8.  Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah

tangga  yang  sakinah  mawadah  warahmah  sehingga  Penggugat
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sudah berketetapan hati  untuk mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas,

maka  dengan  ini  Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Rengat  Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan memutus perkara  ini  untuk

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menetapkan jatuh Talak Satu  Bain Sughro Tergugat  Xxx

terhadap Penggugat Xxx;

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :

“Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  memberikan

putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019  yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Widyawati  NIK

1402045010920005  tanggal  05  Januari  2013  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  Kabupaten

Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 9/9/I/2010 tanggal 19

Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pasir Penyu. Bukti  surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukti Saksi:

1. Nurlinda binti  Hamzah umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 01, RW. 01, Desa Jati Rejo,

Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah tetangga Penggugat  dengan jarak  rumah kurang lebih tiga

meter ;

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada

tahun 2010 di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang

anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah

dan sudah berpisah sejak bulan Juli 2019, karena Tergugat pergi dari

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat

karena bertengkar dengan Penggugat ;
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- Bahwa  saksi  sering  mendengar  atau  melihat  Penggugat  dan

Tergugat  bertengkar  karena  ketika  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar,  suara  Penggugat  dan  Tergugat  terdengar  sampai  ke

rumah saksi  dan  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  bertengkar  sejak

tahun 2018 ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

tetapi  hanya  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat  saja  dan  tidak

berhasil;

2. Legiati  binti  Paimin  umur  59  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Petani, tempat kediaman di RT. 01, RW. 01, Desa Jati Rejo, Kecamatan

Pasir  Penyu,  Kabupaten  Indragiri  Hulu  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  adalah  tetangga  Penggugat  dengan  jarak  rumah

kurang lebih tiga meter ;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tahun  2010  di

Kecamatan  Pasir  Penyu,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  dan  mereka

tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai tiga orang

anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah

dan  sudah  berpisah  sejak  bulan  Juli  2019,  karena  Tergugat  telah

pergi dari rumah kediaman bersama ;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat

karena bertengkar dengan Penggugat, dan saksi pernah mendengar

atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali,

yaitu  pada  bulan  Juli  2019  sebelum Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat ;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  penyebab  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat

tetapi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasil;
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  bahwa  ia

tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa

ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim

menjatuhkan putusannya; 

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita  acara  persidangan perkara  ini,  sehingga untuk  mempersingkat  uraian

putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  gugatan Penggugat  telah diajukan sesuai  dengan

Pasal  73 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain

syarat  formil  berperkara,  oleh karenanya gugatan Penggugat  dapat  diterima

untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil  sesuai  dengan ketentuan

yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak

ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka

Tergugat  yang  telah  dipanggil  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap,  harus

dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar

dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-

dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan

oleh  majelis  bukti-bukti  tersebut  telah  diperiksa  dan  telah  pula  dicocokkan

dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah

alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P.1

menunjukkan  bahwa  Penggugat  adalah  warga  Kabupaten  Indragiri  Hulu,

sedangkan bukti P.2 merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat
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telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 19 Januari 2010, sehingga

majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg maka alat

bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki

Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

  Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2

(dua)  orang  saksi  (xxx),  dan  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat

tersebut  juga  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  seorang  saksi  karena

keterangan  mereka  telah  diberikan  dimuka  persidangan,  telah  bersumpah

sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut

juga  telah  memenuhi  syarat  materil,  karena  keterangan  yang  diberikan

mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan

tersebut  juga  telah  saling  bersesuaian  (sebagaimana  kehendak  pasal  309

RBg):

Menimbang,  bahwa dari  bukti-bukti  yang diajukan Penggugat  tersebut

diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19

Januari 2010 dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak ;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah

dan sudah berpisah sejak bulan Juli 2019

- Bahwa  sebelumnya  antara Penggugat  dan  Tergugat  terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  majelis

menilai  bahwa bukti-bukti  yang diajukan Penggugat telah dapat  menguatkan

dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum

sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat

perkawinan sejak tanggal 19 Januari 2010 dan Penggugat adalah pihak

yang berkepentingan dalam perkara ini ;

- Bahwa  alasan  Penggugat  untuk  bercerai  telah  memenuhi

kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
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- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari,

namun  apabila  salah  satu  pihak  atau  keduanya  sudah  menginginkan

perceraian,  maka  untuk  menghindari  fitnah  dan  dosa  yang  lebih  besar,

dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  apa  yang  telah  dipertimbangkan

diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina

dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam

pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1)

dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis

berpendapat  bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh

dalam  kitab  Ghaayatul  Maram  Lis  Syaihil  Majdi,  yang  diambil  alih  menjadi

pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

القاضى         عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ

طلقة

Artinya :  Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami

terhadap isterinya dengan thalak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk

bercerai  dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup

beralasan  sehingga  oleh  karenanya   gugatan  Penggugat  tersebut  dapat

dikabulkan;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg perkara

ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang,  bahwa  karena  terjadinya  perceraian  ini  atas  adanya

gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal

114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis

akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali  dengan

akad nikah yang baru ;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  perceraian  tersebut  maka

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama  3 (tiga) kali

suci   sekurang-  kurangnya  90  hari  terhitung  sejak  putusan  ini  mempunyai

kekuatan  hukum  tetap,   sesuai  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  pasal  39  ayat  (1)  huruf  b  juncto Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia pasal 153 ayat  (2)  huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat,  yang

besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1.    Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi  dan patut untuk

menghadap sidiag, tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat

(Xxx); 

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  18  Desember  2019  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  20  Rabiul  Akhir  1441  Hijriah  oleh  kami  Dra.
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Murawati, M.A.  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.  dan

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan  didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh  Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.  sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri

oleh  Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan dan PNBP  Rp380.000,00 
  4.  Redaksi  Rp10.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp476.000,00
    ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) 
 

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


